
  

 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR 11 TAHUN 20202020  
… 

TENTANG 
 

PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN 

PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang 
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 

Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penetapan Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 
2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 

SALINAN 



  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                              
Nomor 5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
16. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 Tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 220); 
 



  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pernbanganan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019                    
Nomor 139); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah 

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327); 

22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 761); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 655);  
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum 

Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 46); 

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7); 
 



  

26. Peraturan   Daerah   Nomor   11   Tahun   2016   tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Sumedang   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Sumedang 

Tahun 2016 Nomor 11); 
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2019 Nomor 15); 
28. Peraturan Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2019 Nomor 79); 

29. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2019 Nomor 144); 

   

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA 
ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 

KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020. 
   
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sumedang. 
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten 

yang dipimpin oleh Camat. 
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 

Perangkat Kecamatan. 

6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa 
personil atau sumber daya manusia, barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi 

dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut 
sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam 

bentuk barang/jasa. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

8. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut 
DAU Tambahan, adalah dukungan pendanaan bagi 

Kelurahan di Daerah Kabupaten untuk kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 
 



  

9. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan 

yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan, adalah dukungan pendanaan bagi 

kelurahan di Daerah Kabupaten/kota yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk 

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. 

10. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan 
dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses 
kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi 

dirinya. 
11. Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan 

adalah pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana 
di lingkup kelurahan dengan berpedoman pada hasil 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan sesuai dengan 
skala prioritas. 

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang 

selanjutnya disingkat LPM, adalah lembaga atau wadah 
yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra 

Pemerintah Kelurahan dałam menampung dan 
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di 

bidang pembangunan. 
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang 

selanjutnya disebut Musrenbang Kelurahan, adalah 

musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat 
Kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi 

masyarakat dan memutuskan prioritas untuk 
pembangunan jangka pendek. 

 
  BAB II 

JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 

KELURAHAN YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN 
ANGGARAN 2020 

 

Pasal 2 
(1) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 

2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020. 

(2) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 

sebesar Rp2.562.000.000,00 (dua milyar lima ratus enam 
puluh dua juta rupiah). 

 

  BAB III 
RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN 

PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN PADA 
APBD TAHUN ANGGARAN 2020 

 

Pasal 3 
Pembagian Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan diberikan secara merata kepada 7 (tujuh) 

Kelurahan dengan besaran sebagai berikut: 
a. Kecamatan Sumedang Selatan:  

1. Kelurahan Kota Kulon sebesar Rp366.000.000,00 (tiga 
ratus enam puluh enam juta rupiah); 

2. Kelurahan Regol Wetan Sebesar Rp 366.000.000,00 (tiga 
ratus enam puluh enam juta rupiah); 
 



  

3. Kelurahan Cipameungpeuk sebesar Rp366.000.000,00 

(tiga ratus enam puluh enam juta rupiah); dan 
4. Kelurahan Pasanggrahan Baru sebesar 

Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta 
rupiah); 

b. Kecamatan Sumedang Utara: 
1. Kelurahan Kota Kaler sebesar Rp366.000.000,00 (tiga 

ratus enam puluh enam juta rupiah); 
2. Kelurahan Situ sebesar Rp366.000.000,00(tiga ratus 

enam puluh enam juta rupiah); dan 

3. Kelurahan Talun sebesar Rp366.000.000,00(tiga ratus 
enam puluh enam juta rupiah). 

 
  BAB IV 

MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN 
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN 

 

Pasal 4 
(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap 

Kelurahan digunakan untuk membiayai Kegiatan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 
(2) Penentuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dilakukan melalui Musrenbang Kelurahan dan tercantum 

dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. 

 
  Pasal 5 

(1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan 
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan 

melalui musyarawah antara Lurah dan LPM serta 
dituangkan dalam berita acara. 

(2) Dalam hal hasil musyarawah antara Lurah dan LPM 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan 

pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
diakomodir dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2020 dan perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2020. 

 
  Pasal 6 

Dalam hal pelaksanaan kegiatan terdapat ketidaksesuaian 
dengan kebutuhan pelaksanaan Kegiatan maka dapat 
dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil musyarawah antara 

Lurah dan LPM. 
 

  Pasal 7 
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 menjadi 
bagian dari dokumen anggaran pada Kecamatan. 

 
   

 
 

 
 



  

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 

 

                                                                                         
Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal  5 Februari 2020 
   

BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 

 
DONY AHMAD MUNIR 

 
Diundangkan di Sumedang  

pada tanggal 5 Februari 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 
 

ttd 
 

HERMAN SURYATMAN 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 11 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
 

UJANG SUTISNA 
NIP. 19730906 199303 1 001 

 


